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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
SELAKU UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Ponorogo
dan sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah serta sesuai dengan ketentuan
Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pusat
Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas
pengadaan barang/jasa berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah;

. bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati I Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019
Nomor 4);

. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64);
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19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) PUSKESMAS SELAKU UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

11,

12,

13,

Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada
instansi pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.

Kepala Puskesmas adalah pemimpin BLUD Puskesmas.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.




14.

15.

16.

L7

18.

19,

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

23,

29

30.

-5-

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala unit yang melaksankan
pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku
Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah
tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi

Katalog elektronik yang selanjutnya disebut E-catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga
barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa melaluisistem katalog elektronik.

Administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau
tindakan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.
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Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Puskesmas yang
menerapkan pengelolaan BLUD dalam melaksanakan pengadaan barang
dan jasa.

Peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam
melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif,
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis
yang sehat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengatur berkaitan dengan jenjang nilai dan metode
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Peraturan ini hanya berlaku untuk pengadaan barang dan jasa puskesmas
yang sumber dana seluruhnya berasal dari :

a. jasa layanan,

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

Pelaksana pengadaan barang dan jasa adalah KPA, PPK, Pejabat Pengadaan,
Pokja Pemilihan dan Penyedia.

Pemeriksaan administrasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh
PjPHP/PPHP.

PPK adalah PNS yang memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa yang
ditunjuk oleh PA dengan tugas pokok sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.

Apabila di Puskesmas tidak ada PNS yang memiliki kualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tugas PPK dirangkap oleh KPA dengan tugas pokok
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
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(5) Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP ditunjuk oleh PA sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.

(6) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan,
PPK dapat menetapkan tim pendukung.

Pasal 5

(1) Pengadaan barang dan jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai
sebagai berikut:

a. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan langsung oleh
PPK kepada penyedia barang/jasa dengan tanda bukti pembayaran
berupa nota dan/faktur pembelian;

b. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan langsung oleh
PPK kepada penyedia barang/jasa dengan tanda bukti berupa kuitansi
pembayaran disertai materai yang cukup;

c. pengadaan barang/jasa konsultasi/konstruksi /jasalainnya sampai
dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan
metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat
Pengadaan dengan tanda bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja
(SPK); atau

d. Pengadaan barang/jasa konsultasi/konstruksi /jasalainnya dengan nilai
di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan
metode tender/Seleksi oleh UKPBJ sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah dengan tanda bukti kontrak berupa Surat
Perjanjian/Kontrak.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan terhadap
barang/jasa dengan ketersediaan dan sesuai prinsip pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

(1) Barang dan/atau jasa yang telah ada dalam daftar katalog LKPP RI, dapat
diadakan dengan metode E-Purchasing.

(2) Metode E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 7

Puskesmas dapat menyelenggarakan pengadaan barang/Jasa dengan sistem
swakelola dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sebelum diundangkannya
peraturan ini tetap dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang berlaku saat itu.
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(2) Kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani sebelum
diundangkannya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
kontrak/perjanjian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
i 3

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~
CATUR RTIYAWAN, S.H.

NIP%LK@? 199303 1 008
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